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 P U T U S A N 

Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Buol 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Talak antara: 

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/ RW. 002, Desa 

Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon; 

m e l a w a n 

NAMA PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di 

RT.002/ RW. 001, Kelurahan Leok  I, Kecamatan Biau, 

Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon; 

 Pengadilan Agama tersebut;  

 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

 Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 

telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Buol dengan Nomor 0081/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-

dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari 

Minggu tanggal 19 Nopember 2006 di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh, 

Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol berdasarkan  Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 115/11/XI/2006, tertanggal 19 Nopember 2006;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah 

orang tua Termohon di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol 

selama 6 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman 

bersama di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sampai 

berpisah; 

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah 

mencapai 11 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana 

layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba’da 

dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK 

lahir tanggal 07 September 2009; 

4. Bahwa sejak tanggal 02 Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon  dalam rumah tangga 

yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon 

telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Ramrin R.Karim; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 

Agustus 2015 ketika itu Pemohon dengan Termohon bertengkar adu mulut 

yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman 

bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Harmoni, Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Paleleh, Kabupaten Buol sampai sekarang dan sejak saat itu antara 

Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak 

pernah memberikan nafkah kepada Termohon; 

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk 

merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Termohon; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:  

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i kepada Termohon (NAMA PEMOHON) di depan sidang pengadilan 

Agama Buol; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara 

ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di 

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang 

sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil 

secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;  

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka 

upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim 

selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan 

nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri 

bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat 

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat 

didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir ke 

persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama 

Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, 

Kabupaten Buol Nomor 115/11/XI/2006 Tanggal 19 Nopember 2006, 

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya (Bukti P); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 

alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang berjumlah 2 

orang, yaitu : 

Saksi I : NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Lunguto, 29 September 1972, 

agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman 

di Dusun III, RT.006/RW.003, Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, 

Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ipar sepupu Pemohon, di bawah 

sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon merupakan 

ipar sepupu saksi sedangkan Termohon adalah ponakan sepupu saksi; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

Desa Harmoni kemudian pindah ke desa Taat; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan 

Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan 

Termohon sudah tidak tinggal bersama; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 2 (dua) tahun; 

 Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah 

kediaman bersama; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi 

memberikan biaya hidup kepada Termohon dan antara Pemohon 

dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik; 

 Bahwa Termohon sudah beberapa kali dijemput oleh Pemohon, namun 

Termohon tidak mau; 

 Bahwa tanggal 5 Mei 2018, saksi ada mengunjungi Termohon dan saksi 

melihat Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan 

sudah mempunyai 1 orang anak;   

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun 

Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon; 

Saksi II : NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Taat, 06 Juli 1960, agama 

Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di 

RT.003/RW.002, Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol. Saksi 

mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan 

hal-hal sebagai berikut:  

 Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

Desa Harmoni kemudian pindah ke desa Taat sampai akhirnya mereka 

berpisah; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis. Akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan 

Termohon sudah tidak tinggal bersama; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 2 (dua) tahun; 

 Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah 

kediaman bersama; 

 Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi 

memberikan biaya hidup kepada Termohon dan antara Pemohon 

dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik; 

 Bahwa Termohon sudah beberapa kali dijemput oleh Pemohon, namun 

Termohon tidak mau; 

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun 

Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan 

Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka 

sidang; 

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan 

kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan 

memohon putusan; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di muka; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan 

bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten 

Buol, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/XI/2006 Tanggal 

19 Nopember 2006 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki 

legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;  

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon 

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara  a quo 

merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf 

a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut 

pengadilan Agama;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-

sungguh menasihati Pemohon di persidangan agar rukun kembali sebagaimana 

diamanatkan pasal Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

Disclaimer
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diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus 

dilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Termohon tidak pernah hadir  

ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang 

diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup 

untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 

155 R.Bg., yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan;  

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, 

ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain 

untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta 

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana 

dimaksud Pasal 149 RBg Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
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tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan  alat bukti  tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta 

Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol Nomor 115/11/XI/2006 Tanggal 19 

Nopember 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah 

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P) dan bermeterai cukup hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg; 

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya, 

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat 

diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan 

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertulis P tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi 

batas minimal pembuktian. Sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa 

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang 

saksi yang bernama NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Lunguto, 29 

September 1972, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, 

tempat kediaman di Dusun III, RT.006/RW.003, Desa Harmoni, Kecamatan 

Disclaimer
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Paleleh Barat, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir 

Taat, 06 Juli 1960, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, 

tempat kediaman di RT.003/RW.002, Desa Taat, Kecamatan Gadung, 

Kabupaten Buol; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di 

muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan 

keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 

R.Bg, serta saksi-saksi yang dihadirkan berasal dari orang yang dekat dengan 

Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon 

disesuaikan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta 

hukum sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tercatat 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah 

orang tua Termohon di desa Harmoni, kemudian pindah ke desa Taat 

sampai berpisah;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak; 

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis. Akan tetapi saat ini, rumah tangga Pemohon dan 

Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak tinggal bersama; 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 

2015; 

- Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama; 

- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada 

Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin 

komunikasi yang baik; 

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan 

Termohon, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  salah  satu  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum 

untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 

Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975  Juncto Pasal 116 Huruf f 

Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan 

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah 

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan 

ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah pisah 

rumah, yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 

tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari 

gejala perselisihan dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh 

Termohon terutama dalam hal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 
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sudah tidak rukun dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi 

yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak 

rukun dan mereka sudah berpisah kurang lebih selama 2 tahun serta pihak 

keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil. Majelis 

Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap 

rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang 

menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga 

dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang 

merupakan persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon 

rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk 

dirukunkan lagi;  

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang merupakan  

bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan 

sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. 

Keadaan tersebut dapat menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat 

alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud  pasal 19 huruf (f)  Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999 

nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, 

cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu 

pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, 
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hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu 

perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

nomor 9 tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jika hal 

tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan 

kemudaratan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menceraikan 

Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan 

Perkawinan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan doktrin hukum dalam 

kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi 

sebagai berikut: 

   المصالح جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya: ”Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari 

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di 

atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon 

berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 

1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup 

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon 

patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan 

dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut 

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selain itu, permohonan 

Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan 
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Pemohon dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 

RBg; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89  Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam 

perkara ini dibebankan kepada Pemohon.  

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon, NAMA PEMOHON di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Buol; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu  rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada 

hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 

1439 Hijriah, oleh Faiz, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad 

Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
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pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para 

Hakim Anggota dan dibantu oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 ttd ttd 

 Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.H.I., M.H 

 Hakim Anggota II, 

 ttd 

 Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I 

  Panitera Pengganti,  

  ttd 

  Suwandi B Rauntu, S.H.I 

Rincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,- 

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan   : Rp. 270.000,- 

4. Redaksi                  : Rp. 5.000,- 

5. Meterai                  : Rp. 6.000,- 

Jumlah                     : Rp. 361.000,-   

                       (tiga ratus enam puluh satu ribu  rupiah) 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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